
 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor :  3                                                Tahun : 2013 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan 

ketertiban hukum di dalam 

masyarakat serta penegakan hukum 

yang profesional perlu didukung 

adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang memiliki kualitas dan berwibawa; 

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang profesional dan berwibawa 

perlu diatur dengan sebuah Peraturan 

Daerah; 
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c. bahwa pengaturan tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Tingkat II 

Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul sudah tidak sesuai 

dengan situasi dan kondisi saat ini; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul;  

Mengingat 
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: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  

Nomor  43    Tahun    1999      tentang 

m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3890); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 13                 

Tahun   2012   tentang   Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta                                       

(Lembaran        Negara           Republik 
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Indonesia Tahun  2012  Nomor  170,  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

7. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari hal 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 6 Tahun 2003                     

tentang  Pedoman Pembinaan Penyidik  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Operasional Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam 

Penegakan Peraturan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 

Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul yang memuat ketentuan sanksi pidana. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 

tertentu di Daerah. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 

8. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

atau  pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu yang  diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan. 

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 

atas pelanggaran Peraturan Daerah. 
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10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

11. Tindak Pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan 

seseorang dapat dikenai hukuman, berupa hukuman 

badan dalam bentuk penjara atau kurungan dan/atau 

pemaksaan biaya penegakan hukum dalam bentuk denda. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 2 

(1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 3 

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas 

pelanggaran Peraturan Daerah. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan 

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. 

Pasal 4 

(1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, mempunyai kewenangan: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran 

Peraturan Daerah; 
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b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di 

tempat kejadian perkara; 

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada 

hubungannnya dengan tindak pidana; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik 

Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada 

penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak 

Daerah dan retribusi Daerah, selain kewenangan PPNS 

dimaksud pada ayat (1), ditambah kewenangan sebagai 

berikut :  

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi 

Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 

lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
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perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 

bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen 

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 

pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.  

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan 

retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau 

penahanan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. 
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BAB III 

KEWAJIBAN DAN HAK 

Pasal 5 

PPNS mempunyai kewajiban : 

a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan 

mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah; 

b. menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri 

melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia                  

dalam  persidangan  dengan acara  pemeriksaan cepat atau  

menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum 

melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam 

persidangan dengan acara pemeriksaan singkat; 

c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 

1) pemeriksaan tersangka; 

2) pemasukan rumah; 

3) penyitaan barang; 

4) pemeriksaan saksi; dan 

5) pemeriksaan tempat kejadian perkara. 

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati 

dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

Pasal 6 

(1) Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, PPNS 

diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan 

keuangan daerah. 

(2) Tambahan penghasilan dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan, dengan 

pertimbangan obyektif berdasarkan tempat tugas, kondisi 

kerja, dan kelangkaan profesi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tambahan 

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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